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Kemiskinan merupakan  permasalahan yang dihadapi oleh semua negara baik 
negara maju maupun negara berkembang namun lebih banyak terjadi di negara 
berkembang karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan 
sustainable. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi 
masalah kemiskinan, yaitu dengan meluncurkan berbagai instrument kebijakan 
dan melalui program-program nasional untuk pemberdayaan masyarakat, 
program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayan masyarakat 
diantaranya adalah program dana desa, jumlah anggaran dana desa dari tahun 
ketahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi seiring 
dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk 
diselesaikan.  
Tujuan adanya penelitian ini yang pertama untuk mengetahui Bagaimana 
implementasi dana desadi desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten 
Tanggamus dan Bagaimana implementasi dana desa dalam mengentaskan 
kemiskinan di Desa Sukapadang Kecamatan  Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus 
dalam perspektif ekonomi islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini  adalah skeretaris desa, Ketua Badan 
Permusyawarahan Desa (BPD) Ketua Urusan (KaUr) dan masyarakat Desa 
Sukapadan dalam pemilan sampel dengan menggunakan metode purposive 
sampling, untuk menganalisis data dengan metode deduktif kualitatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan Pelaksanaan program 
pembangunan infrastruktur di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten Tanggamus sudah dikatakan baik terbukti dalam pembangunan kantor 
kepala desa, polindes, TPA, madrasah, dan rabat beton 8 titik sedangkan dalam 
pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Desa sukapadang dalam 
pemanfaatan dana Desa secara umum belum dikatakan baik, dan belum mampu 
mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuai dengan 
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dan dalam 
Perspektif ekonomi islam mengenai dana desa terhadap tingkat kemiskinan di 
desa Sukapdang Kecamtan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus belum sesusai 
dengan nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan, terkait permasalahan pada 
pengalokasian yang tidak sesuai peraturan pemerintah , pemerintah desa hanya 
mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, 
sedangkan untuk bidsng pemberdayaan masyarakan dan pembinaan masyarakat 
masih sangat terbatas. Tanggung jawab, pemerintah desa belum mengalokasikan 
secara baik dan bertanggung jawab, berdasarkan implementasinya dana desa, 
pemerintah desa belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan 
kemasalahatan dalam kebijakan ini. Pemerintah desa masih belum tepat sasaran 
dalam mengalokasikan anggran kebijakan tersebut. 
 





















َُىاْ  َِ ٱىَّْبِس أَُ جَۡحُن ُۡ حٌُ بَ َۡ ٰٓ أَۡهيِهَب َوإَِرا َحَن ًَٰ ِث إِىَ
ََْٰ ٍََٰ وْا ٱۡۡلَ ٌۡ أَُ جَُؤدُّ ُشُم ٍُ َ ََۡأ َُّ ٱَّللَّ ۞إِ
ب بَِصُٗشا   َُؼَۢ َِ َُ َس َ َمب َُّ ٱَّللَّ ب ََِؼظُُنٌ بِِهٓۦٰۗٓ إِ ََّ َ ِِّؼ َُّ ٱَّللَّ  بِٱۡىَؼۡذِهِۚ إِ
 
Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
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A.  Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal untuk lebih memahami skripsi ini, serta 
mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami 
skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 
dimaksud adalah ”Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan 
kemiskinan menurut Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukapadang 
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).”Untuk itu perlu di uraikan 
pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 
1. Analisis  
Aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 
membedakan, memilah suatu untuk digolongkan dan di kelompokkan 





Pengertian implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 
pelaksanaan.
2
 Berdasarkan hal tersebut implementasi disini adalah upaya 
                                                             
1
Makinuddin, Analisis Sosial (Malang, 2006)  h.40. 
2




yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa untuk 
mengentaskan kemiskinan di desa sukapadang yang meliputi proses 
perencanaan atau pelaksanaan alokasi anggaran. 
3.  Dana Desa 
Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan 




4.  Kemiskinan 




5. Ekonomi Islam  
Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat dan prinsip-
prinsip ke-islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnag yang 
menjalin dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip 





                                                             
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Negara Pasal 1, Ayat 2. 
4
 Nurul Huda, et. Al. Ekonomi Pembangunan Islam, (jakarta: Pranadamedia Group, 
2015), h. 23 
5
Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format 





B.  Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan 
objektif dan alasan subjektif adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensjahterakan 
masyarakat Indonesia. Dana desa merupakan dana yang cukup signifikasi 
bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya 
adalah mengentaskan kemiskinan sesuai peraturan Mentri Dalam Negeri 
nomor 37 tahun 2007. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana 
desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis implementasi 
dana desa dalam mengentaskan kemiskinan menurut perspektif ekonomi 
islam. 
2. Alasan Subjektif 
Penelitian ini sesuai dengan keilmuan yang penulis pelajari di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini dirasa mampu untuk 
diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur 
yang cukup  memadai sera dan informasi lainnyayang berkaitan dengan 
penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses 







C. Latar Belakang  Masalah 
Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, 
keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan 
rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah 
dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari 
segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir 
pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh. Bahkan 
kemiskinan dapat menyebabkan seseorang gelap mata sehingga melakukan
 beragam hal negatif untuk mencukupi kebutuhan, misalnya pelacuran, 
pencurian, penipuan, bunuh diri, dan banyak hal lain akibat dari kemiskinan 
yang membelenggu. 
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 
manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan 
implikasi permasalahanya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan 
manusia, walaupun sering kali tidak disadari, kehadiranya merupakan masalah 
bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, 
kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena 
mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. 
Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka 
jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru terasa pada 




kehidupan dengan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan 
sosial ekonomi yang lebih tinggi.
6
 
Kemiskinan dalam pandangan islam bukan hanya sekedar ketidak 
mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan 
merupakan salah satu masalah struktural dimana seseorang menjadi miskin 
karena prilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. 
Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan 
ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia 
lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan 
pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan 
bahwa jaminan rizqi yang dijanjikan tuhan, ditujukan kepada makhluk yang 
dinamainya dabbah, yang artinya harfiahnya adalah “yang bergerak”.
7
 
Pandangan islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang 
ditekankan adanya upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap 
kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai 
kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun secara 
kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. 
Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka 
Al-Quran menyebut mereka sebagai para pendusta agama. Islam sudah jelas 
memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau membantu 
fakir miskin.  
                                                             
6
Wildana wirgadinata, Islam & Pengentasan kemiskinan, (malang: UIN-MALANG 
PRESS,2011), h.13. 
7




Sesuai dengan firman allah swt dalam QS Ar-Rum ayat 38: 
اِت َرا فَ  َٔ  ٔ َِ َِ َوٱۡب ۡسِنُ َِ ًَٰ َحقَّهُۥ َوٱۡى ِِۖ ٱۡىقُۡشبَ َُ َوۡجهَ ٱَّللَّ َِ َُِشَُذو ٞش ىِّيَِّزَ ُۡ ىَِل َخ
بُِِوِۚ َرَٰ ٱىسَّ
 َُ ۡفيُِحى َُ ٌُ ٱۡى ئَِل هُ
ٰٓ    َوأُْوىََٰ
 
Artinya : maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya 
demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 




Ayat ini menerangkan bahwa lapang sempitnya rezeki merupakan 
ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan hamba-nya, kemudian 
pada ayat ini Allah meminta kepada orang mukmin tidak hanya berinfak dan 
bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apapun bentuknya kepada 
siapa saja, khususnya kaum kerabat. Maka berikanlah haknya kepada kerabat 
dekat dengan menjaga hubungan silaturahmi, berbuat kebajikan, dan berkorban 
untuknya, juga kepada orang miskin dengan meringankan beban hidupnya dan 
orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik 
bagi orang-orang yang mencari keridaan allah melalui usaha-usaha baiknya. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Melalui pemberian dan 
pengorbanan, dalam lingkungan terbatas, kerabat akan tercukupi 
kebutuhannya, dan dalam lingkungan yang lebih luas, perbuatan itu akan 
melahirkan sikap tolong-menolong diantara muslim.
9
 
Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan 
berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan suatu 
kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan 
                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qurandan Terjemahannya (jakarta : Maghfirah Pustaka, 
2006) h. 408. 
9
Terjemahan Dan Tafsir (On-Line) Tersedia di: https://www.indonesiaaquran.com (23 




dasar yang berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan 
kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk mendapat alat 




Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang 
dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 
melaksanakan pembangunan nasional yang beriontrasi dan memberi perhatian 
besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang 
sangat penting dan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional 
dan pembangunan daerah berdasrkan visi dan misi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan 
masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam 
mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari 
sistem penyelenggaraa pemerintah indonesia, sehingga indonesia memiliki 
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat desa yang bersangkutan. 
Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan 
angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk 
pemberdayaan masyarakat yang dijalnkan oleh berbagai kementrian dan 
lembaga.Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan 
masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 
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2015sesuai peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-
undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset 
desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk memberikan pedoman yang 
lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Perturan 




Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Dana desa 
dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk 
mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan 
dana desa didalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 




Data masyarakat miskin yang ada di desa Sukapdang Kecamatan Cukuh 
Balak Kabupaten tanggamus Sebanyak 187 kk dan data menunjukkan anggaran 
dana desa di desa Sukapadang Kecamtan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus 
selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2016 jumlah 
dana desa adalah sebesar Rp. 1.000,871,541, Tahun 2017 sebesar Rp. 1.050, 
325,911, Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.130,517,768, dan kemudian pada tahun 
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2019 sebesar Rp. 1.169,209,883,. Dana tersebut diprioritaskan untuk 
membangun desa. 
Tentunya dengan dianggarkan dana desa tidak lain adalah bagian dari 
upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengentaskan masyarakat 
miskin dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu 
menghidupi dirinya secara mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung 
desa masih banyak mengalami kendala yang dihadapi dalam merealisaikan 
dana desa, seperti tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dalam 
pelaksanaannya, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber 
daya manusia yang belum siap untuk menerima dana desa.  
Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan lampung terdapat 
penyimpangan yang diduga dilakukan oleh kepala pekon sukapadang (Amir 
Hamzah) yang mengakibatkan kerugian negara Rp.508.428.473, kata Kompol 
Yuliansyah (wakapolres) didampingi kasatreskrim AKP Edi Qorinas, Jum‟at 
(11/10/2019). Ia menjelaskan, dana yang diselewengkan dari anggaran dana 
desa Rp. 742 juta lebih. Selama ini kata yuliansyah, tersangka sudah diberikan 
kesempatan untuk memperbaiki dengan memperkerjakan proyek susulan 
namun, ia tidak melakukannya.  
Penyelewengan yang dilakukan tidak membayar siltap (penghasilan 
tetap) insentif aparat pekon dan guru PAUD serta staf sejak juli 2018. Bahkan 
sampai saat ini sebesar RP. 114,6 juta terang yuliansyah. Selanjutnya pekerjaan 
jalan rambat beton tiga ruas masing-masing panjang sekitar 500 meter, 




ditahan sejak 8 oktober 2019 di polres tanggamus. Amir mengaku, dana 
tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.
13
 
 diharapkan dengan adanya dana desa ini kemiskinan yang ada di desa 
bisa dientaskan melalui program yang dibiayai dengan dana desa. Terutama 
program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan 
pembinaan masyarakat benar-benar sesuai dengan keinginan orang miskin 
yang ada di desa. berawal dari rasa keyakinan bahwa dana desa yang 
dianggarkan pemerintah untuk desa ini dapat mengentaskan permasalahan 
kemiskinan yang ada, dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul, "Ananlisis Implemetasi Dana Desa dalam Mengentaskan 
Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi pada Desa 
Sukapadang Kecamatan Cukuh Balah Kabupaten Tanggamus”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitianini sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi dana desadi desa Sukapadang Kecamatan Cukuh 
Balak Kabupaten Taanggamus? 
2. Bagaimana implementasi dana desa dalammengentaskan kemiskinandi desa 
Sukapadang Kecamatan  Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dalam 
perspektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan Penelitian  
Di dalam setiap penelitian tentutunya memiliki tujuan yang mendasari 
mengapa penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan bagaimana dana desa di desa Sukapadang Kecamatan 
Cukuh Balak Kabupaten  Taanggamus? 
2. Mendeskripsikan bagaimana  implementasi dana desa dalam mengentaskan 
kemiskinan di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten  
Tanggamus?  
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna: 
1. Kegunaan secara teoritis 
a. Sebagai upaya menjelaskan mengenai implementasi dana desa dalam 
mengentaskan kemiskinan di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak 
Kabupaten  Taanggamus 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru 
dansebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan 
ilmu sosialbaik umum atau khusus bagi Prodi Pengembangan 
Masyarakat. 
c. Penelitain ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 
untuk penelitian sejenisnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan dana 




2. Kegunaan secara praktis 
a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam 
mengentaskan kemiskinan di desa sukapadang kecamatan cukuh balak 
kabupatentanggamus. 
b.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi 
terhadap peranpemerintah dalam pelaksaanaan dan pengunaan dana desa, 
serta dapat memberikan contoh bagi desa desa lain yang ada di Indonesia 
tentang bagaimanacara mengunakan dana desa dalam upaya pengentasan 
kemiskinan. 
c. Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengadakan penelitian 
lebihlanjut tentang dana desa dan pengentasan kemiskinan. 
 
G. Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan penelitian, penulis perlu membuat batasan-batasan 
penelitian yaitu: 
1. Objek penelitian hanya di lakukan pada desa sukapadang kecamatan cukuh 
balak kabupaten tanggamus berdasrkan hal yang dibutuhkan oleh peneliti. 
2. Data yang diperlukan sesuai dengan informasi dan narasumber terkait dan 
informasi dari studi literarur. 
3. Metode analisis yang dilakukan dalam bentuk kualitatif berdasarkan 
penelitian lapangan dan library research. 
 




1. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dideskripsikan dengan kata-kata, sehingga digolongkan 
dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi 
didesa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat Penelitian adalah deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, 
jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi.
14
 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah : 
a. Data Primer 
 Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang 
diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subjek 
yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian 
(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
15
 Sumber 
data yang di dapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti 
terjun langsung kelapagngan guna mendapatkan data secara 
langsungdari masyarakat dan aparatur desa dan tokoh masyarakat di 
desa Sukapadang. 
b. Data Sekunder 
                                                             
14
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (jakarta: Bumi Aksara), 2015 
h.44. 
15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 




Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui media perantara (diproleh atau dicatat 
pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder  berupa sumber 
pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta di peroleh 
dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar 





4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang 
mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan peneliti 
untuk mempelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya.
17
 Dalam 
penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada di dalam 
Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten tanggamus. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu, 
jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam 
penetuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel 
dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap 
lebih tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dianggap 
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sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 
obyek/situasi social yang diteliti. Yang akan dijadikan sampel pada 
penelitian ini adalah skeretaris desa, Ketua Badan Permusyawarahan 
Desa (BPD) Ketua Urusan (KaUr) dan masyarakat Desa Sukapadang. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal yang mengolah data dilokasi penelitian, peneliti 
menggunakan beberapa metode yaitu : 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi 
yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau 
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu 
mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 
pengukuran terhadap aspek tertentu. Observasi yang peneliti lakukan 
yaitu dengan melihat keadaan masyarakat di desa sukapadang 
kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus.
18
 
b. Interview (wawancara) 
Interview (wawancara) adalah proses tanya-jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat di desa 
sukapadang untuk mengetahui bagaimana implementasi dana desa 
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dalam mengentaskan kemiskinan di desa sukapadang. Sehingga peneliti 
dapat menentukan secara pasti permasalahan yang akan diteliti. 
c. Dokumentasi 
Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya 
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan 
dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang 




6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata 
secarasistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman 
penelititentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, 
sedangkan untukmeningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan 
dengan berupaya mencarimakna. 
 analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode 
analisisdeskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-
hal yangditeliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kulitatif, 
yaitu metodedeskriptif yang peyelidikannya ditujukan pada masa sekarang 
atau permasalahanaktual dengan data mula-mula disusun kemudian 
diangkat.
20
 Proses analisis datadimula dengan menelaah seluruh data yang 
ada dari berbagai sumber, yaituwawancara, pengamatan pada catatan 
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lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi,dokumen resmi, lembar foto dan 
lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Maka langkah berikutnya 




a. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pengodean, 
penyederhanaandari data yang dihasilkan ketika penelitian yang 
berlangsung dilapangan. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan 
penulis untukmemilih dan memilah data mana yang akan dipakai dan 
data mana yangakan dibuang. Tahap ini merupakan proses untuk 
menajamkan,menggolongkan, mengorganisir data sehingga 
mempermudah dalampenarikan kesimpulan.
22
 Reduksi data ini penulis 
lakukan ketika prosestranskip wawancara, kemudian hasil wawancara 
penulis memilih hasilwawancara yang sesuai dengan rumusan masalah 
penelitian. Hasilwawancara yang dirasa tidak perlu dikutip maka penulis 
abaikan, hasilwawancara yang menurut penulis penting dan sesuai degan 
kebutuhanpenelitian, maka penulis masukkan sebagai hasil. 
b. Penyajian Data 
Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, 
katakatayang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian 
datamerupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis 
yangmemberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata 
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lain,penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi 
secarasistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan 
sebagaitemuan penelitian. Kemudian tahap akhir dari analisis data ini 
adalahmelakukan pemeriksa keabsahan data. 
c.  Penarikan Kesimpulan 
Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus 
menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan 
maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah 
melakukanpenarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan 
ini tentunyaberdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan 
lapangan,observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat 

































A. Kajian Teori 
1. Kemiskinan 
a. Pengertian Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan masalah multidemsial yang didefinisikan 
sebagai kondisi dimana seorang atau sekelompok orang yang tidak 
terpenuhi hak-hak dan dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidak mampuan ini 
ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.
23
 
Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada 
berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata 
seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. 
Kemiskinan (proverty) merupakan istilah yang menyatakan tidak 
adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak 
sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk 
pemeliharaan efesiensi secara fisik, atau suatu keadaan ekonomi dimana 
terrbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut 
dalam mengakses sumberdaya pembangunan. 
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Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak saja dialami 
oleh negara berkembang namun dinegara majupun kemiskinan suatu 




1. Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah dimana seorang atau 
kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 
mempertahankan dan mengenbangkan kehidupan yang bermartabat. 
2. Menurut Sumitro Djojohadikusumo pola kemiskinan ada 4 yaitu, 
pertama adalah persistent proverty adalah kemiskinan yang kronis 
atau turun temurun, Kedua celicical proverty adalah yang mengikuti 
pola siklus ekonomi secara keseluruhan, Ketiga seasional proverti 
adalah kemiskinan musuman yang menimpa nelayan dan petani, 




3. Al-Ghozali mendifiniskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan 
seorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.
26
 
Berdasarkan definisi-definisi diatas kemiskinan merupakan salah 
satu hambatandalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan 
mempunyai tolak ukur yang bukan hanya kekurangan dalam pangan. 
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dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi tingkat kesehatan, 




b. Penyebab kemiskinan  
Menurut World Bank salah satu sebab kemiskinan adalah 
karena kurangnya pendapatan dan asset (lack of income and assets) 
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan 
tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). 
Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan 
dan biasanya mereka yang dikatakan miskin (poor) adalah tidak 




Kuncoro dan Safi‟i berpendapat penyebab kemiskinan bias 
dianalisis melalui dua aspek social dan ekonomi, Karena kedua aspek 
tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:
29
 
1. Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan 
kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap 
jumlah angkatan kerja  
2. Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya 
akses tersebut jika dijabarkan: 
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a) Rendahnya modal usaha. 
b) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar 
c) Sedikitnya kepemilikan asset. 
 Selain kemiskinan dipandang dari segiekonomi, kemiskinan juga dapat 
dilihat dari akses social. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan yaitu: 
1. Rendahnya akses pendidikan pada negara terbelakang, pendidikan pada 
masyarakat terbilang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan 
mengakibatkan penghasilan menjadi rendah. 
2. Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan dinegara 
terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju. 
c.  Karateristik penyebab kemiskinan  
  Beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin: 
1. Pendapatn masih rendah atau tidak berpendapatan apapun. 
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap 
3. Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. 
4. Tidak memiliki tempat tinggal 
5. Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.30 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) karaterisitik untuk menentukan 
rumah tangga miskin sebagai berikut: 
a) Luas bangunan peranggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 
meter persegi. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas 
rendah. 
                                                             
30
Tri Wahyuni Rejeki Ningsih, “identifikasi penyebab kemiskinan dikota semarang dari 




b) Dinding rumah berupa bamboo/papan dengan kualitas rendah. 
c) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/besama-sama dengan 
rumah tangga lain sumber air minimum bukan air minum bersih. 
d) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik. 
e) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang. 
f) Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari. 
g) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 
h) Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/ poliklinik. 
i) Lapangan pekerjaan berupa petani/nelayan atau pekebun. 
j) Pendidkan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah. 
k) Jumlah penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan 
sebesar RP. 361.1990,- perkapita perbulan. 
 Jika minimal 9 (Sembilan) variabel terpenuhi maka dikategorikan 
sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.
31
 
d. Indikator Kemiskinan 
Menurut BPS, ada beberapa indikator kemiskinan: 
a. Penduduk Miskin 
Kemikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi 
ekonomi untuk memenuhi dasar makanan dan bukan makanan yang 
diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk 
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 
kemiskinan. 
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2. Garis Kemiskinan (GK) 
 Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis 
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan 
(GKNM), penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran perkapita 
perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk 
miskin. 
 Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori 
perkapita perhari. Paket komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, 
daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan 
lemak, dll). 
 Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan 
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket 
komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di 





GK        = Garis Kemiskinan 
GKM     = Garis Kemsikinan Makanan 
GKNM  = Garis Kemiskinan Non Makanan 
3. Presentase Penduduk Miskin 






  Head Count Index (HCI-PO) adalah persentase penduduk yang 
berada diwilayah garis kemiskinan (GK). 
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan 
  Indeks kedalaman kemikinan (Poverty Gap Index-PI) merupakan 
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 
jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemikinan. 
5. Indeks Keparahan Kemiskinan  
Indeks keparahan kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) 
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 




e. Macam-macam kemiskinan  
 Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah 
untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam-
macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan 
absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural. 
 
a. Kemiskinan Absolut 
  Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan 
seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan 






sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk 
pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas hidup. 
b. Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan relative diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang 
terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum 
menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan 
adanya ktimpangan pendapatan dan ketimpangan standar kesejahteraan. 
c. Kemiskinan Kultural 
 Kemiskinan kultural adalah bentuk kemikinan yang terjadi sebagai 
akibat dari adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat 
yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative 
tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. 
d. Kemiskinan Struktural 
Kemiskinan structural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan 
karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang bada pada umumnya 
terjadi pada suatu tatanan social budaya ataupun social politik yang 
kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.
34
 
Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah kemiskinan 
Alamiah dan Kemeskinan Buatan. 
a)  Kemiskinan Alamiah 
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Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai 
akibat adanya kelangkaan sumberdaya alam dan minimnya atau 
ketidaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan 
keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karateristik 
tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh 
kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal . 
b) Kemiskinan Buatan  
  Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yangd diakibatkan oleh 
sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat 
tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, 
sarana, dan fasilitas ekonomi merata. Kemiskinan seperti ini adalah 
dampak negatif dari pelaksanaan konsep pambangunan yang umunya 
dijalankan dinegara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk 
mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak 
meratanya pembangian hasil-hasil pembangunan dimana sector industry 
misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka 




f. Dampak Kemiskinan  
Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan 
suatu permasalahan social yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan social 
saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalhan-permasalahan 
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social lainnya. Kemiskinan memeberikan dampak social yang beraneka 
ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran kesehatan tanggung, dan 
masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh 
banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan 
dilator belakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 
 Selain maraknya tindakan kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang 
buruk juga merupakan salah satu dampak adanya kemiskinan. Berikut 
rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan : 
1. Banyaknya pengangguran. 
2. Terciptanya prilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu 
mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal ketika mereka 
merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan 
hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan  
3. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan 
yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau 
dunia sekolah atau pendidikan. 
4. Susah mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi 
membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. 
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g. Solusi Terhadap Kemiskinan 
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 
kemiskinan:  
1.Memperluas Lapangan Kerja 
Cara ini yang cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang 
ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian 
bertambah dari tahun ketahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan 
pekerjaan yang lebih banyak lagi disetiap wilayah tertentu, dimana 
wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, 
diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja 
agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. 
2. Memberikan Bantuan Pendidikan secara Gratis 
Pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib 
belajar Sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping 
itu, pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya iuran bulanan 
sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan 
itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti 
siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena 
dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja. 
3. Memberikan Fasilitas yang Memadai dan Subsidi Gratis  
Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata 
disetiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan 




masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, 
diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera. 
4. Melakukan Hal yang Inovatif dan Kreatif 
Kegiatan ini dapat berupa hal-hal yang inovati dan kreatif, seperti 
membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperolah dari 
kerajinan itu, dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
5. Membuka Lapangan Kerja Sendiri  
Dalam usaha mencegah kemiskinan, kita dapat berinisatif untuk 
membuka usaha sendiri. Jika kita membuka usaha, maka akan 
membutuhkan sejumlah tenaga kerja berbagai penggerak jalan suatu 
usaha tersebut. Dengan cara inilah, pengangguran yang merupakan faktor 
utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya.
37
 
  Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan 
kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa diantaranya yaitu program 
penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan social, program 
penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil 




2. Pengentasan kemiskinan  
  upaya meningkatkan efektivitas dalam  penanggulan kemiskinan 
presiden telah mengeluarkan peraturan presiden(PERPRES) No.15 Tahun 
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2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat 
penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampay 10% pada akhir tahun 2014. 
Melalui tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) 
dibawah koordinasi wakil presiden republic Indonesia, telah 




a) Klaster I  
Kelaster 1 adalah kelompok kebijakan  penanggulangan kemiskinan 
berbasis bantuan dan perlindungan social. Fokus utama kebijakan ini 
adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki 
kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. 
Mekanisme pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat 
(JAMKESMAS), beras untuk keluaraga miskin (RASKIN),bantuan siswa 
miskin (BSM),dan program keluarga harapan (PKH). 
 
b) Klaster II  
Klaster II klompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus 
utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat miskin melalui pendekatam pemberdayaan yang dimaksud 
agar masyarakat luar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan 
sumberdaya yang dimiliki. Jenis program KlasterII ini adalah PNPM 
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mandiri,dan pada tahun 2014 PNPM mandiri telah resmi berakhir dan 
kemudian digantikan dengan program dana desa.  
c) Klaster III  
Klaster III adalah  kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang 
memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat 
brusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan meberikan modal atu 
pembiayan dalam skala mikro. Program pada KlasterIII ini adalah kredit 
usaha rakyat.  
3. Dana Desa  
a.  Pengertian Dana Desa  
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditarnsfer 
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan 
diingkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 




Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud 
diperioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta 
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penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik 
di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 
pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai 
suyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan 
anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan 
jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah 




b. Sumber Dana Desa 
Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
42
  Belanja negara terdiri dari 
belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.
43
 Belanja 
pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja 
pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, 
bantuan social, subsidi, belanja  lain-lain dan transfer kedaerah yang 
termasuk anggaran teransfer kedaerah yaitu dana otonomi khusus, dana 
penyesuaian dan dana perimbang. 
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja 
negara, pada ayat pasal yang telah diamandemenkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah 
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dipertimbangkan dan dirumuskan dalam mengalokasikan dana desa 
menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan 
berdasarkan: 
1) Alokasi dasar, dan 
2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka 




  Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang 
akan diterima oleh setiap desa  yang besarannya dihitung dari anggaran 
dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan 
mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemiskinan 
geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementrian yang berwenang 
atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
statistik.  
c. Tujuan Dana Desa 
      Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu 
adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa 
agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat 
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, 
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selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri 
dimana: 
1)  Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, 
melainkan sebagai subyek pemeberian manfaat bagi warga 
masyarakat setempat. 
2)  Sebagai komponan desamempunyai rasa kebersamaan dan gerakan 
untuk mengembangkan aset local sebagai sumber penghidupan dan 
kehidupan bagi warga masyarakat.  
a.  Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energy dan 
layanan dasar. 
3)  Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 
pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat 
serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang 
memadai. 
Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan 
belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah  Desa. Hasil 
musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja 








Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana 
desa diarahkan untuk pelaksaan program kegiatan pembangunan desa, 
meliputi: 
a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau 
saran dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan 
pangan dan pemukiman. 
b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. 
c) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi  
d) Pembangunan dan pembangunan sarana dan prasarana energi 
terbarukan serta kegiatan pelastarian lingkungan hidup. 
Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan 
pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan 
tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau 
sangat tertinggal, desa berkembangkan dan desa maju atau mandiri.
46
 
Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan 
bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai 
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kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat 
desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 




1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan 
peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. 
2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh 
BUMDes atau dukungan BUMDes bersama, maupun oleh 
kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya. 
3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan 
ketahanan pangan desa. 
4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal 
dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan 
kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan 
pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat didesa 
(community centre). 
5) Promosi dan edukasi kesehtan masyarakat serta gerakan hidup 
bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas  pengelolaan 
Posyandu, Puskesdes, Polindes dan ketersediaan atau 
keberfungsian tenaga media/ swamedikasi di desa. 
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6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan 
hutan/pantai kemasyarakatan. 
7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi 
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. 
8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam 
musyawarah desa. 
d. Hubungan dana desa terhadap kemiskinan  
  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam 
penelitian Handra Hefizial dkk, pada tahun 2017 yang meneliti 
pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan 
bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa, 
tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan 
kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang 
keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin 
maupun bukan penduduk miskian dalam pelaksanaanya.
48
 
  Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan desa salah 
satunya adalah dana desa. Dengan semakin besarnya dana desa, 
diharapkan sarana dan prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar 
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terpenuhi potensi ekonomi lokal dapat di kembangkan, serta sumber 
daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 
yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 
masyarakat, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan 
tertekan atau angka kemiskinan akan menurun. 
4.  Alokasi Dana Desa 
a. Pengertian Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang alokasikan oleh 
pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana yang 
berimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling 
sedikit 10%.
49
 Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan 
bagi desa yang menunjang program-program desa. Dalam peraturan 
disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh kabupaten/kota untuk desa secara profesional yang 
merupakan alokasi dana desa. 
Alokasi dana desa pada hakekatnya merupakan wujud dari 
pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh 
dan berkembangan mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demoratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk 
memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kabupaten/kota 
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dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima. 
b. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa 




1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 
2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguna di 
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 
4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya 
dalam rangka mewujudkan peningkatkan social. 
5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 
7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
masyarakat. 
8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui 
badan usaha milik desa (BUMDesa). 
Permendagri nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa 
merupakan satu kesatuan deangan pengelolaan keuangan desa. 
Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah: 
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1) Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang 
sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana 
Desa Minimal (ADDM). 
2) Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan 
Nilai Bobot Desa  (BDx) yang dihitung dengan rumys dan 
variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, 
pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya di sebuty Alokasi 
Dana Desa Proposional (ADDP), berdasrkan presentase 
perbandingan antara azas merata adalah besarnya ADDM adalah 
60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP 
adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
51
 
Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya 
otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah 
desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar 
mampu menjalankan fungsi pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
penggunaan alokasi dan desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan 
adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya 
terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya dipedesaan akan 
lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 
pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan 
masyarakat dalam proses pembangunan desa. 
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Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang 
tidak terpisah dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh 
karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus 
memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut: 
1) Seluruh bagian yang didanai oleh alokasi dana desa 
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 
dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 
2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
administrative, teknis dan hokum. 
3) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 
hemat, terarah dan terkendali. 
4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa 
sangat terbuka untuk meningkatkan sarana dan pelayanan 
masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan 
kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh 
masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. 
5) Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan 




Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa 
merupakan bagian yang tidak terpisah bagi pengelolaan keuangan 
desa dalam APBdes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana 
                                                             
52
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan 




desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 
dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan 
harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis 
dan secara hokum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, 
ekonomis, efesien,efektif, berkeadilan dan terkecuali. 
c. Mekanisme Pencaiaran dan Penyaluran Alokasi Dana desa  
    Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu: 
1) Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara tertahap dengan 
presentase tertentu yang telah ditetapkan. 
2) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui 
camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan 
3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada 
pencairan pertama adalah pertanggungjawaban baik secara 
administrative, secara teknis dan dasar hokum. 
4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan 
dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah kerekening 
kas desa. 
5) Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas 
(pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran 




denga Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti 
pengeluaran dana sebelumnya. 
b) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas 
kelngkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, 
sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) 
yang ditanda tangani oleh akepala desa. 
c) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi 
camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang 
ditunjuk. 
d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan 
kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan 




d. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan 
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam 
penelitian Prihartini Budi Astuti pada 2012, yang meneliti pengaruh 
alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi 
dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa . tujuan 
alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi 
kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggran 
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, 
meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan 
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pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka 
mewujudkan peningkatan social, meningkatkan kententraman dan 
ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan 
penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. 
  semakin besarnya alokasi dana desa, diharapkan jumlah 
kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. 
Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun social budaya perdesaan 
akan meningkat.  
5.  Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
a.  Definisi Kemiskianan  
  Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok atas 
ketidak mampuan dalam memenuhi ekonomi, social dan politik 
dikehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan menurut 
pandangan islam merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai 




  Islam memandang kemiskinan menjadi tiga bagian, yaitu 
miskin iman, miskin ilmu, dan miskin harta.
55
 Dalam hal ini penulis 
akan membahas miskin harta dalam pandangan islam. Islam 
memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu 
terlepas apaun definisinya secara Bahasa, fakir dalam perspektif islam 
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adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki 
kemampuan untuk memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan 




  Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan 
ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Rosulallah 
SAW sanagat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam 
pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung 
menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai 
habis tanpa menyiksanya. Kebijakan anti kemiskinanpun turut dianut 
oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan 
Rosulallah SAW, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada 
masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan umat 




  Menurut Al-ghozali, mendifisikan kemiskinan sebagai 
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik 
itu kebutuhan material dan kebutuhan rohani, pendapat tersebut dibuat 
oleh Ahmed, kemiskikinan bukan hanya perampasan barang dan jasa, 
tetapi kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan 
merupakan suatu hal yang mampu membehayakan ahlak, keluarga dan 
juga masyarakat. Dengan demiksin kemiskinan mempunyai dampak 
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buruk terhadap masyarakat yang mengalami situasi tersebut. Al-Qur‟an 
memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, 
seperti dalam surah al Maa‟uun ayat 1-7: 
 ًِ ًَٰ طََؼب ٌَ َوََل ََُحطُّ َػيَ ىَِل ٱىَِّزٌ ََُذعُّ ٱۡىَُحُِ
ِِ فََزَٰ َ ُة بِٱىذِّ َث ٱىَِّزٌ ََُنزِّ َۡ أََسَء
َِ ٱىَّزِ  ََُصيُِّ ٞو ىِّۡي َۡ ِِ فََى ۡسِنُ َِ َُ ٱۡى ٌۡ ََُشآُٰءو َِ هُ َُ ٱىَِّزَ ٌۡ َسبهُى ٌۡ َػِ َصََلجِِه َِ هُ َ
  َُ بُػى ََ َُ ٱۡى َُْؼى َۡ  َوََ
Artinya : “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah 
orang yang mengahrdik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi 
makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat, (yaitu) orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang 





  Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang lupa akan 
agama, lalai atas kewajibannya (sholat) dan tidak tolong menolong 
niscaya allah akan mencelakakan dan merekalah orang-orang yang 
termasuk dalam mendustakan agama. Tolong menolong dalam hal yang 
wajib bagi umat manusia seperti dalam nilai-nilai ekonomi islam dalam 
mengajarkan untuk saling tolong menolong dan allah menempatkan 
manusia sebagai makhluk yang mulia.
59
 
  Allah sudah memerintahkan umat islam untuk 
memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam surat Al-ma‟un. Dalam sisi Supply, allah mengajarkan 
muslim untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi 
meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesabaran sebagai 
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benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta 
beriman kepada allah SWT.  
  Islam sebagai agama rahmat li al-alamian pasti 
memberijawaban terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Salah 
satu pesan nyata yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah 
SWT berfirman: 
ٌۡ فَۡيَُحَّ  ِه ُۡ فًب َخبفُىْا َػيَ ََّٗة ِظَؼَٰ ٌۡ ُرسِّ ِۡ َخۡيفِِه ٍِ َِ ىَۡى جََشُمىْا  َ َوۡىَُۡخَش ٱىَِّزَ قُىْا ٱَّللَّ
 َوۡىَُقُىىُىْا قَۡىَٗل َسِذًَذا  
 
Artinya: dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.
60
 (Q,Surah-An-nisa ayat 9) 
 
  Salah satu pesan moral yang disampaikan ayat ini adalah 
hendaklah orang-orang yang hidup saat ini berfikir dan merasa takut 
jika meninggalkan generasi yang lemah, makna lemah disini bukan 
hanya dari sisi kecukupan ekonominya saja, namun lebih dari itu, 
lemahnya intelektual, lemahnya jiwa social serta lemahnya keimanan 
terhadap nilai-nilai agama merupakan hal yang penting untuk 
diperhatiakn oleh orang-orang yang hidup saat ini. Semua ini berttujuan 
agar terciptanya generasi yang memiliki rasa peduli yang tinggi 
terhadap peradaban umat yang lebih baik. 
  Rezeki yang berbeda diberikan antara manusia yang satu 
dengan manusia yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan social 
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jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda 
jika dilihat dari segi demand, Islam mempunyai mekanisme distribusi 
pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam 
kecemburuan social dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas 
bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. 
a. Faktor penyebab Kemiskinan 
   Dalam Perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai 
sebab structural. pertama,  kemiskinan timbul karena kejahatan manusia 
terhadap alam. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidak pedulian dan 
kebakhilan kelompok kaya,  sehingga simiskin tidak mampu keluar dari 
lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian 
manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian 
manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang 
batil. Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, 
borokrasi, dan ekonomi di suatu tangan. Kelima, kemiskinan timbul 
karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga 
negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.
61
 
b. Indikator kemiskinan  
   Kemiskinan merupakan hal yang komplek, ada bebrapa 
indikator kemiskinan anatara lain: 
1) Tingkat konsumsi Beras. Indikator ini menggunakan tingkat 
konsumsi beras per kapita sebai indikator kemiskinan. 
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2) Tingkat Pendapatan. Terdapat batas pendapat yang 
mengkatagorikan garis batas kemiskinan. 
3) Kesejahteraan rakayat. Terdapat 9 komponen kesejahteraan rakyat 
yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, 




c. Dampak kemiskinan 
  Banyak hadis Rasulallah SAW. Memandang kemiskinan itu bahaya 
yang sangat menghawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan 
keimanan, akhlak dan prilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga 
bangsa. 
Yusuf Qarhawi menyebutkan dampak kemiskinan sebagi berikut: 
1) Kemiskinan bahaya bagi akidah. Beliau mengatakan bahwa 
kemiskinan dapat menjadi penyebab utama keraguan sesorang akan 
kebijakan aturan Allah SWT, kemiskinan banyak menyebabkan 
seseorang itu menjadi fakir, sehingga tidak heran jika nabi selalu 
berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekafiran.
63
 
2) Kemiskinan berbahaya bagi Akhlak dan Prilaku. Kemiskinan itu 
banyak mendorong pada prilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena 








Yusuf Qardhawi, Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan kemiskinan, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2010), h. 12 
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3) Kemiskinan Berbahaya pada Pikiran. Kemiskinan juga berbahaya 
pada pikiran seseorang, sebagaimana diriwayatkan pada Imam Abu 
Hanifah, berkata: “ jangan minta keputusan kepada orang yang tidak 
berfikir teliti dirumahnya.” Maksudnhya karena orang yang 
bersangkutan kacau pikirannya, sehingga keputusannya tidak benar. 
Yang demikian ini karena emosi yang tempramen itu berpengaruh 




4) Kemiskinan Berbahaya Bagi Keluarga. Kemiskinan juga berbahaya 
bagi keluarga, antara lain: bagi pembentukannya, kebutuhannya, 
ketentramannya, karena itu Al-Qur‟an berpesan agar para bujangan 
miskin ini tetap menjaga kesucian diri mereka dan bersabar hingga 
sampai pada kemampuan ekonomi. Kemiskinan sendiri banyak 




5) Kemiskinan Berbahaya bagi Ketentraman Masyarakat. Kemiskinan 
juga berbahaya bagi kedamaian dan ketentraman masyarakat. Selain 
itu, kemiskinan juga menimbulkan bahaya-bahaya lain terhadap 
kesehatan umum seperti gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak 
dan lain-lain. Juga terhadap kesehatan jiwa karena suka dibarengi 








kegaduhan, kecemasan, dan kebencian. Dalam keadaan seperti itu 
juga berbahaya terhadap produktivitas, perekonomian dan lain-lain.
67
 
d. Solusi Terhadap Kemiskinan  
  Islam telah menyatakan perang terhadap kemiskinan sebagaimana 
yang diatur oleh Sayyidina „Ali bin Abi Thalib dan menyerangnya secara 
habis-habisan untuk menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak dan 
prilaku. Serta untuk melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga 
ketentraman dan keutuhan serta menjunjung tinggi semangat 
persaudaraan antar sesame muslim. Untuk menghindari itu semua, islam 
menawarkan beberapa solusi sebagai berikut: 
 
 
1. Bekerja (al-„amal) 
Bekerja adalah cara dan senjata pertama dan utama dalam 
memerangi kemiskinan, bekerja juga dapat dikatakan sebagai upaya 
pertama dalam memproleh kekayaan, serta sebagai unsur pertama 
dalam memakmurkan dunia yang dititipkan oleh Allah dan 
diperintahkan pula untuk memakmurkannya.  
2. Jaminan Hidup dari Kerabat yang Mampu 
Meskipun senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan 
adalah usaha dari diri sendiri dengan cara bekerja, namun jaminan 
kerabat dekat yang kekurangan merupakan hal yang tidak kalah 
                                                             
67




pokok dalam islam bagi mereka yang tidak mampu untuk bekerja 
lagi. 
3. Zakat 
 Islam tidak melupakan mereka yang tidak tergolong fakir dan 
miskin. Allah SWT. Telah menetapkan hak-hak orang fakir dan 
miskin dalam harta orang-orang yang terlembaga dalam bentuk 
zakat. Tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 
orang-orang fakir dan miskin. Masyarakat fakir dan miskin adalah 
sasaran pertama adri pengeluaran zakat.  
4. .Jaminan kas Islam (Baitul Mal) 
Negara islam sebenarnya mempunyai kekayaan sebagai hak milik 
umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, 
baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. 
Pada dasarnya seluruh pemasukan terhadap kas islam merupakan 
sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin. Ketika perolehan 
dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan.
68
 
6. Ekonomi Islam 
a. Pengertian Ekonomi Islam 
Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. 
Bebrapa ekonom muslim berusaha mendifinisikan, tetapi hal itu tidak lepas 
dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan 
terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam.  
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Adapun definisi-definisi tersebut antara lain: 
1) Monzer kafh (1995) mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pradigma islam yang 
bersumber merujuk pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 
2) Muhammad Abdul Mannan (1997) mendefisikan sebagai ilmu 
pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 
yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. 
3) Metwally (1995) menurutnya ekonomi islam dapat didefenisikan sebagai 
ilmu yang mempelajari prilaku muslim (yang beriman) dalam suatu 
masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW, 
ijma, dan qiyas. 
4) Umar Chapra (1981) mengartikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu 
cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan 
melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang 
sesuai dengan muqqshid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk 
menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang 
berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan 
moral masyarakat. 
5) M. Nejatullah Sidiqqi (1985) mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah 








Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-baqarah ayat 30: 
 ٍَِ ْا أَجَۡجَؼُو فُِهَب   قَبىُىٰٓ
ِۖ
ئَِنِة إٍِِّّ َجبِػٞو فٍِ ٱۡۡلَۡسِض َخيُِفَٗة
ٰٓ يََٰ ََ َوإِۡر قَبَه َسبَُّل ىِۡي
ب ََل  ٍَ  ٌُ ٍٰٓ أَۡػيَ ُس ىََلِۖ قَبَه إِِّّ ِذَك َوُّقَذِّ َۡ ُِ َُّسبُِّح بَِح بَٰٓء َوَّۡح ٍَ َُۡفِسُذ فُِهَب َوََۡسفُِل ٱىذِّ
َُ  جَؼۡ  ى َُ  يَ
 
Artinya: ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 





 Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi 
ini bukan membuat kerusakan dengan sumberdaya alam yang ada, jadi 
ekonomi islam yaitu ilmu pengetahuan social yang mempelajari 
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.  
b. Dasar Hukum Ekonomi  
Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi 
ekonomi syariah. Al-Qur‟an juga memberi hukum- hokum ekonomi 
yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi islam itu sendiri. Al-
Qur‟an sumber hokum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan 
kesetabilan perekonomian itu sendiri.
71
 
Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80: 
 
ٌۡ َحفُِٗظب   ِه ُۡ َل َػيَ بٰٓ أَۡسَسۡيََْٰ ََ ًَٰ فَ ِ جََىىَّ ٍَ َِۖ َو ُسىَه فَقَۡذ أَطَبَع ٱَّللَّ  ٍَِّ َُِطِغ ٱىشَّ
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Artinya: barangsiapa yang mentaati rosul itu, sesungguhnya iya telah 
mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 





 Ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur‟an menjelaskan hukum-
hukum  syara‟ itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-
Sunnah berasal dari Al_Qur‟an, Al_Qur‟an sebagai sumber pokok bagi 
semua hukum islam, seperti memerintahkan pada manusia agar 
memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan hal-halnya jual beli beserta 
haramnya riba. 
c. Pengertian Sistem Ekonomi Islam 
 Sistem ekonomi islam merupakan sitem ekonomi yang adil dan 
seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada suatu 
kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, 
penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi islam 
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.
73
 
  setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka 
harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan 
masalah ekonomi tersebut, ini sangat di perlukan karena satu masyarakat 
berbeda dengan masyarakat yang lainnya. 
Sebagaimana firman Allah dalam Al_Qur‟an surat Al-Maidah ayat 8 
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 ٌۡ َُّْن ٍَ  َوََل ََۡجِش
ِ ُشهََذآَٰء بِٱۡىقِۡسِطِۖ َِ َّلِلَّ ُ ٍِ ُْىاْ ُمىُّىْا قَىََّٰ ٍَ َِ َءا أََُّهَب ٱىَِّزَ
ٰٓ َََٰ  َِ ًٍ َش ُ قَۡى ا َٔ  ٔ
يُ  ََ ب جَۡؼ ََ  بِ
َ َخبُُِشَۢ َُّ ٱَّللَّ َِۚ إِ  َوٱجَّقُىْا ٱَّللَّ
ِۖ  ٱۡػِذىُىْا هَُى أَۡقَشُة ىِيحَّۡقَىيَٰ
ِۚ
ٰٓ أََلَّ جَۡؼِذىُىْا ًَٰ َُ  َػيَ  ى
Artinya: hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Belaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada allah, 





Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi penjelasan tentang 
keadilan dalam segala hal karena adil lebih dekat dari takwa. 
d. Nilai-Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam 
Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujuan dalam sitem ekonomi 
islam bersimber dari Al_Qur‟an dan Sunnah, yang mempunyai dasar 
dari pandangan hidup islam. Selalu di pegang, dalam menghadapi 
perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan 
yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip 
syariat. 




1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 
keberanian dan konsistensi pada kebenaran. 
2) Tanggung jawab atau amanah, untuk memakmurkan bumi dana lam 
semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi 
memiki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, 
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amanah dalam mewujudkan kemasalahatan juga memiliki tanggung 
jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara pribadi dan 
kelompok tertentu. 
3) Takafakul (jaminan jawab social), adanya tanggung jawab social 
dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik 
diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya 
mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan 
horizontal ini secara seimbang.  
e. Prinsi dan Tujuan Ekonomi Islam 
  Prinsip dan tujuan ekonomi islam, juga bersmber pada ajaran syar‟I 
yang dikembangkan dan di jabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan 
cendikiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang di tanamkan sitem 
ekonomi islam yang meliputi:
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1)  Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah   
dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah 
aktivitas ekonomiyang dilakukan hanya mengutakan nilai ekonomis, 
namun juga diiringi pengakuan terhhadap keesaan Allah sehingga apa 
yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab. 
2) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi melahirkan 
sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tujuan syar‟i berekonomi 
semata-mata untuk kemasalahatan umat, dan upaya mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh  manusia. Prinsip ini 
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mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan 
kepentingan pribadi skalipun. 
  Selain 2 prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan 
yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun angka 
ekonomi islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, 
pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri 
dan solidaritas. 
Sistem ekonomi islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya syari‟ah. 
Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam 
ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur 
keimanan. 
  Tujuan syar‟i akan menjiwai manusia akan bertindak baik bagi 
dirinya maupun lingkungan sekitar. Keimanan terlepas pada aturan 
pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang 
terhadap yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental 
seorang. Seperti misalnya: prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap 
manusiadan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut secara ekonomi 
akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material 
dan cara pemenuhan kebutuhannya. 
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  Menurut Abdul Mannan landasan ekonomi islam didasarkan 
pada tiga konsep Fundamental, yaitu keimanan kepada Allah SWT 
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(tauhid). Kepemimpinan (khalifah). Dan keadilan (a‟dalah). Tauhid 
adalah konsep yang paling penting dan mendasar. Sebab konsep-
konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang 
mencakup ibadah ( abudillah) mahdah (berkat sholat, dzikir, dan 




  Ekonimi yaitu bagian dari mu‟amalah secara umum dalam 
konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, kahlifah dan 
keadilan (a‟dalah) yang harus berdampingan mana kala akan 
mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera Al-falah.
79
 
  Ekonomi islam memandang bahwa keberadaan manusia dan 
sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-
norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan tuhan 
tentunya akan melahirkan tanggung jawab untuk apa yang dilakukan 
dalam menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang terbatas sehingga 
diharapkan mendapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
ada. Dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada permasalahatan 
dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.
80
 
Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk 
memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi. 
Tidak terkecuali masalah dana desa yang merupakan salah satu sarana 
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kebijakan ekonomi yang bertujaun untuk menciptakan keadilan dalam 
anggaran untuk desa, sehingga tercipta keadilan di masyarakat secara 
luas. 
 
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis 
mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi 
yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi, setelah penulis membaca 
beberapa skripsi tersebut ada pembahasan yang cukup signifikan, sehingga 
dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. 
Untuk itu dibawah ini ankan penulis kemukakan skripsi yang pernah di tulis 
oleh mereka, diantanya sebagai berikut: 
1. Rasmah Hasman dengan judul kajian Implementasi Kebijakan Alokasi 
Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten sigi. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti 
melakukan pengumpulan data primer dan pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi 
dana desa dikecamatan  kinovaro kabupaten sigi berjalan kurang baik. 
Karena, dimensi komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan 
alokasi dana desa dikecamatan kinovaro kabupaten sigi, kurang 
dilaksanakan oleh kecamatan dan desa. Dimensi sumber daya yang 




dan prasarana. Dimensi struktur organisasi kurang baik, karena 
penyusunan program pembangunan dan di biayai ADD disusun oleh 
pihak kecamatan bukan desa.
81
 
2. Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwintara dengan judul “ 
Pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan paraf hidup masyarakat 
pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa” dalam penelitiannya 
peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan 
meningkatkan derajat kehidupan dapat terakomodasi melalui kebijakan 
dana desa. Oleh karena itu dana desa. Oleh karena itu, dana desa tetap 
digulirkan hingga desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, 
masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat 
wajah desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan 
yang telah dilakukan. Dengan adanya pembangunan masyarakat, maka 
masyarakat desa juga mampu meningkatkan harkat dan martabatnya 
sebagai manusia yang mandiri dimana dengan kondisi masa lalu yang 
lekat dengan kemiskinan menyebabkan jati diri masyarakat desa juga 
ikut tergerus dengan label kemiskinannya.
82
 
3. Intan Mala Sari dan m. Faisal Abdullah dengan judul “ Analisis 
ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten 
tulungagung” dalam penelitiannya untuk menganalisis pengaruh dana 
desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulung agung tahun 
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2015,2016 maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah bahwa dana desa dan ADD efektif dan berhasil dalam 
mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di kabupaten tulungagung. 
Sedangkan sisanya sebanyak 114 desa, dana desa tidak efektif dalam 
mengurangi kemiskinan desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan 
dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan 
prasaran fisik perdesaan 84% sementara pemberdayaan ekonomi 
masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5%, selain itu, kualitas 
sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena 




4. Feiby Vencentia Dkk Tangkumahat dengan judul Kajian Dampak 
Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi 
di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. Penelitian ini dilakukan 
pada tujuh desa penerima dana desa dikecamatan pineleng, Kabupaten 
minahasa ProvinsinSulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data 
Primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan 
wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat 
desa dikecamatan pineleng. Setiap desa diambil 10 oarang responden 
untuk setiap desa jadi total jumlah anggota masyarakat yang menjadi 
sampel yakni 70 orang responden. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan program dana desa di kecamatan 
pineleng berjalan cukup baik, namun unutuk kedepannya diperlukan 
adanya peningkatan kepastian kapasitas dan skill dari aparatur 
pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini 
guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.
84
 
Setelah menelaah penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tidak 
memiliki berpedaan yang cukup jauh dikarenakan pembahasan dalam 
penelitian ini kurang lebih menelah dampak, peran dan implementasi 
kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi. 
Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu adanya perspektif 
ekonomi islam dan beberapa variabel yang berbeda.  
 
C. Kerangka Pikir 
 perhatikan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian 
ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan 
berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan 
penulis untuk menemukan data yang akan diteliti guna memecahkan masalah 
yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis akan menguraikan 
landasan berpikir penelitian yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Sunnah 
sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam perspektif  ekonomi 
islam. 
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Dana desa merupakan suatu kegiatan yang dapat mengurangis 
kemiskinan pengentasan kemiskinan  sebagai salah satu cara untuk mengurangi  
kemiskinan yang ada di desa sukapadang kecamatan cukuh balak 
kabupaten tanggamus . Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah : 
 










Al-Qur‟an dan Hadist 
Kemiskinan 
Pengentasan Kemiskinan 
Implementasi Dana Desa dalam pengentasan 
kemiskinan 
